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DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT 

KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala karunia 
dan kasih-Nya, Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dapat melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan. Penyusunan Laporan Kinerja Interim 
Triwulan III Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat mengacu pada Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2025 
merupakan ikhtisiar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja 
Triwulan III tahun 2025 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada tahun 
2025. 

Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk 
mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian 
Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi 
melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya 
dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 
yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data 
kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan 
penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi 
pelaksanaan rencana pembangunan. 

 Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan III Loka Pengawas Obat dan Makanan di 
Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang 
mengacu pada Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029, 
pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan III dengan triwulan 
sebelumnya, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran 
kinerja serta realisasi anggaran. 

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2025 diharaan akan 
memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan 
dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (sustainable and 
continuing improvement) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk 
peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Manggarai Barat pada 
tahun selanjutnya. 

 
Labuan Bajo,  20 Oktober 2025 
Kepala Loka POM  
di Kabupaten Manggarai Barat, 
 
 
 
Imanulkhan, STP., M.S 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 

2025 adalah bentuk pertanggungjawaban pencapaian nilai kinerja organisasi pada tahun 2025 

yang mengacu pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada yang terdiri 

dari 9 sasaran strategis dengan 27 indikator kinerja kegiatan. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 

Triwulan III Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat adalah 105,25% dengan 

predikat Istimewa. 

Hasil capaian tiap indikator kinerja pada Triwulan III tahun 2025 berdasarkan adalah sebagai 

berikut: 

1. Persentase capaian pada indikator kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko 

yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 113,31% dengan kategori Tidak dapat 

disimpulkan. Hal ini menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Manggarai 

Barat dalam mewujudkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; 

2. Persentase capaian pada indikator kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko 

yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 111,11% dengan kategori Tidak dapat 

disimpulkan. Hal ini menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Manggarai 

Barat dalam mewujudkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; 

3. Persentase capaian pada indikator kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang 

diuji sesuai standar oleh UPT , namun indikator kinerja ini dilakukan pengecualian 

penilaian pada Triwulan III sesuai dengan kebijakan Direktorat Pengawasan Peredaran 

Pangan Olahan pada Sosialisasi Indikator di BPOM terkait KLB Keracunan Pangan pada 

tanggal 26 Juni 2025, sehingga tidak dijadikan pembagi pada penialain NKO.  

4. Persentase capaian pada indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 102,39% dengan kategori Sangat Baik. Hal ini 

menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dalam 

mewujudkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; 

5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 90,05% dengan kategori Baik. Hal ini 

menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dalam 

mewujudkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; 

6. Persentase capaian pada indikator kinerja Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi 

yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 114,94% dengan kategori 

Tidak dapat disimpulkan. Hal ini menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten 
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Manggarai Barat dalam mewujudkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan; 

7. Persentase capaian pada indikator kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan 

yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 125% dengan kategori Tidak 

dapat disimpulkan. Hal ini menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten 

Manggarai Barat dalam mewujudkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan; 

8. Persentase capaian pada indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi 

yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 107,24% dengan kategori 

Sangat Baik. Hal ini menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Manggarai 

Barat dalam mewujudkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; 

9. Persentase capaian pada indikator kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan 

yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 132,17% dengan kategori 

Tidak dapat disimpulkan. Hal ini menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten 

Manggarai Barat dalam mewujudkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan; 

10. Persentase capaian pada indikator kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan 

olahan yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 105,19% dengan kategori Sangat Baik. 

Hal ini menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dalam 

mewujudkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; 

11. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar 

sebesar 125% dengan kategori Tidak dapat disimpulkan. Hal ini menunjukkan 

keberhasilan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dalam mewujudkan efektivitas 

pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; 

12. Presentase pemenuhan target pengendalian AMR diwilayah UPT UPT belum memiliki 

target pada Triwulan III sehingga dilakukan penilaian pada Triwulan III; 

13. Persentase capaian pada indikator kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan 

Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium sebesar 

103,50% dengan kategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan keberhasilan Loka POM di 

Kabupaten Manggarai Barat dalam mewujudkan menguatnya Lab Pengawasan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT; 
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14. Presentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten /kota pangan 

aman belum memiliki target pada Triwulan III sehingga dilakukan penilaian pada 

Triwulan III; 

15. Persentase capaian pada indikator kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan 

fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100% dengan 

kategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten 

Manggarai Barat dalam mewujudkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan; 

16. Persentase capaian pada indikator kinerja Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di wilayah kerja UPT sebesar 110,13% dengan kategori Tidak dapat 

disimpulkan. Hal ini menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Manggarai 

Barat dalam mewujudkan Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja 

UPT; 

17. Persentase capaian pada indikator kinerja Jumlah sekolah yang melaksanakan 

pembudayaan keamanan pangan sebesar 100% dengan kategori Baik. Hal ini 

menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dalam 

mewujudkan Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT; 

18. Persentase capaian pada indikator kinerja Jumlah desa pangan aman sebesar 100% 

dengan kategori Baik. Hal ini menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten 

Manggarai Barat dalam mewujudkan Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing 

wilayah kerja UPT; 

19. Persentase capaian pada indikator kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas 

sebesar 133,33 % dengan kategori Tidak dapat disimpulkan. Hal ini menunjukkan 

keberhasilan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dalam mewujudkan 

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT; 

20. Persentase capaian pada indikator kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan 

memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP 

CPPOB pangan olahan sebesar 150% dengan kategori Tidak dapat disimpulkan. Hal 

ini menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dalam 

meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu; 

21. Persentase capaian pada indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT sebesar 106,67% dengan kategori Sangat 

Baik. Hal ini menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat 



 

 XIV 
  

dalam mewujudkan Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang 

efektif di wilayah kerja UPT; 

22. Persentase capaian pada indikator kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar sebesar 100% dengan 

kategori Baik. Hal ini menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Manggarai 

Barat dalam mewujudkan terlaksanya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT; 

23. Persentase capaian pada indikator Indeks Pelayanan Publik UPT belum memiliki target 

pada Triwulan III sehingga dilakukan penilaian pada Triwulan III; 

24. Persentase capaian pada indikator Nilai AKIP UPT BPOM belum memiliki target pada 

Triwulan III sehingga dilakukan penilaian pada Triwulan III; 

25. Persentase nilai kerja anggaran UPT BPOM belum memiliki target pada Triwulan III 

sehingga dilakukan penilaian pada Triwulan III; 

26. Persentase capaian pada indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM belum 

memiliki target pada Triwulan III sehingga dilakukan penilaian pada Triwulan III; 

27. Persentase capaian pada indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi 

Reformasi Birokrasi di lingkup UPT sebesar 100% dengan kategori Baik. Hal ini 

menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal. 

Persentase capaian indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat pada 

Triwulan III tahun 2025 antara 90% sampai dengan 150%. Capaian indikator terendah yaitu 

“Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

yang ditindaklanjuti”,. Sedangkan untuk capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator 

“Persentase capaian pada indikator kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan 

memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB 

pangan olahan” .dikarenakan penilaian bulanan pada indikator tesebut bersifat progresif dan 

menandakan bahwa pelaksanaan program tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga telah 

mencatat kemajuan yang lebih cepat dari yang diperkirakan. 

Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat memperoleh alokasi anggaran untuk TA 2025 

sebesar Rp3.709.332.000,00 Sampai dengan periode yang berakhir pada 30 September 2025, 

dilakukan revisi atas DIPA awal sebanyak 5 (lima) kali yang disebabkan oleh adanya blokir 

anggaran dalam rangka efisiensi belanja pemerintah, relaksasi atas efisiensi belanja pemerintah 
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dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat 

pelaksanaan.  

Realisasi anggaran yang diperoleh sebesar Rp1.975.672.789 atau sebesar 49,94%. Pada 

Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat untuk TW III melaksanakan 27 kegiatan 

utama untuk mendukung pencapaian 8 sasaran strategis. Capaian TE untuk 27 kegiatan yang 

dilakukan pada Triwulan III ini bervariasi, dengan Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan antara 

0,02 s.d 18,55. Berdasarkan tingkat efisiensi kinerja anggaran per indikator, terdapat 10 

kegiatan yang telah mendapat capaian TE dengan kategori efisien yaitu “Persentase sampel 

Sediaan Farmasi dan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dengan tingkat efisiensi 

sebesar 0,70 , “Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan 

tingkat efisiensi sebesar 0,88”, “Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan tingkat efisiensi 

sebesar 0,43”, “Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan dengan tingkat efisiensi sebesar 0,60”, “Persentase fasilitas distribusi Sediaan 

Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan tingkat efisiensi sebesar 

0,46”, “Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan dengan tingkat efisiensi sebesar 0,81”, “Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan 

olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan tingkat efisiensi sebesar 0,68”, “Nilai pemenuhan 

Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan 

Laboratorium dengan tingkat efisiensi sebesar 0,74”, “Persentase cakupan sarana produksi 

pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan tingkat efisiensi 

sebesar 0,02”, “Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan di UPT dengan tingkat efisiensi sebesar 0,92”. 

Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat berupaya melakukan perbaikan secara terus 

menerus dalam rangka meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai sasaran strategis 

maupun target jangka menengah dengan melakukan pengumpulan data kinerja, melakukan 

monitoring dan evaluasi internal secara berkala melalui monitoring capaian kinerja, agar dapat 

mengantisipasi semua kendala dan hambatan dan menentukan langkah-langkah perbaikan; 

melakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dan target kinerja sebagai 

tindak lanjut penyesuaian Anggaran, meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor dan 

stakeholder terkait yang relevan untuk pembinaan dan peningkatan pengawasan Obat dan 

Makanan di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat. 
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HIGHLIGHT KEGIATAN TRIWULAN III 

 

HIGHLIGHT PENGHARGAAN 2025   

  PENGHARGAAN NILAI IKPA TERBAIK SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025 

 

Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran pada satuan kerja 

pemerintah, Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

(KPPN) Tipe A2 Ruteng melakukan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 

terhadap seluruh satuan kerja di wilayah kerjanya. Berdasarkan hasil penilaian IKPA Semester 

I Tahun Anggaran 2025, Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat berhasil meraih 

penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Nilai IKPA Terbaik kategori Pagu Kecil di lingkup 

KPPN Tipe A2 Ruteng. Capaian ini menjadi bentuk komitmen Loka POM di Kabupaten 

Manggarai Barat dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan, efisien, dan 

tepat sasaran. 

 

HIGHLIGHT KEGIATAN INFOKOM TW III TAHUN 2025 

BPOM HADIR DI FESTIVAL GOLOKOE 
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Dalam rangka memeriahkan acara Festival Golokoe, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai 

Barat Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat turut berpartisipasi dengan 

membuka stand edukasi obat dan makanan pada tanggal 10–15 Agustus 2025 di area Festival 

Golokoe, Water Front, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Kegiatan ini merupakan 

bagian dari upaya BPOM dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat 

mengenai pentingnya memilih serta menggunakan produk obat dan makanan yang aman, 

bermutu, dan bermanfaat. 

Melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), pengunjung diberikan 

pemahaman seputar cara melakukan Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) 

sebelum membeli atau mengonsumsi produk, cara mengetahui produk obat dan makanan yang 

tidak memiliki izin edar dengan menggunakan aplikasi BPOM Mobile, hingga langakah-

langkah dalam mengurus izin edar produk obat dan makanan. Selain itu, pengunjung juga diajak 

berinteraksi melalui berbagai games dan kuis edukatif yang menarik, disertai dengan 

pembagian souvenir sebagai bentuk apresiasi. 

Partisipasi Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat pada Festival Golokoe ini menjadi 

sarana strategis dalam mendekatkan layanan BPOM kepada masyarakat, sekaligus 

menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengawasan bersama terhadap peredaran obat dan 

makanan. Antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya kunjungan ke stand Loka POM serta 

partisipasi aktif dalam sesi edukasi. 

Kegiatan ini mencerminkan komitmen BPOM untuk terus hadir di tengah masyarakat, 

memberikan perlindungan dan edukasi, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam 

mewujudkan masyarakat yang sehat dan terlindungi melalui konsumsi produk yang aman. 
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LOKA POM DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT IKUT MEMERIAHKAN 

HARI PRAMUKA KE-64 DENGAN EDUKASI KEAMANAN PANGAN 

 

   

 

 

Dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-64 Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten 

Manggarai Barat sebagai bagian dari Satuan Karya Pramuka Pengawas Obat dan Makanan 

(SAKA POM) turut berpartisipasi dengan memberikan edukasi keamanan pangan kepada 

anggota Pramuka di Kwarcab Manggarai Barat dan Kwarcab Manggarai dalam Kegiatan 

Kemah Pramuka yang dilaksanakan di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung, Kec. Komodo, 

Kab. Manggarai barat dan Stadion Golo Dukal, Ruteng, Kab. Manggarai. 

Kegiatan yang dilaksanakan di tengah rangkaian perayaan Hari Pramuka (12-14 Agustus 

2025) ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran generasi muda akan 

pentingnya mengonsumsi pangan yang aman, bergizi, dan bermutu. Materi edukasi mencakup 

cara mengenali pangan yang aman, penggunaan aplikasi BPOM Mobile dalam pengecekan 

produk serta pengaplikasian Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar dan Kadaluarsa) sebelum 

membeli dan mengkonsumsi produk pangan. 

Kepala Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat, Imanulkhan, menyampaikan bahwa 

keterlibatan Pramuka dalam edukasi keamanan pangan sangat strategis karena Pramuka dikenal 
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sebagai agen perubahan yang aktif di masyarakat. "Kami berharap para anggota Pramuka dapat 

menjadi duta keamanan pangan yang mampu menyebarkan informasi obat dan makanan yang 

aman pada lingkungan sekitarnya," ujarnya. 

Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan sesi tanya jawab interaktif dan 

permainan edukatif yang menarik antusiasme peserta. Para anggota Pramuka diajak mengenal 

Aplikasi BPOM Mobile, membedakan produk pangan berizin dan tidak berizin, serta praktik 

Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli atau 

mengonsumsi produk pangan. 

Partisipasi Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dalam perayaan Hari Pramuka ini 

diharapkan menjadi langkah awal kolaborasi yang lebih luas antara BPOM dan gerakan 

Pramuka dalam mewujudkan masyarakat yang semakin sadar pangan aman. 

 

 HIGHLIGHT KEGIATAN PENGUJIAN TW III TAHUN 2025 

Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat pada TW III 

melaksanakan kegiatan pengujian rapid test sebagai 

bentuk pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan 

dan obat. Kegiatan yang telah dilakukan seperti kegiatan 

mobling PAMAN (Pengawasan Pangan Aman) dan 

kegiatan pengujian rapid test kit pangan untuk 

mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) 

yang dilaksanakan oleh BGN.   

 

Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat pada Bulan September juga turut 

berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Tour de Entete yang dilaksanakan di Ruteng dan 

Labuan Bajo. Pengawasan pangan dilakukan dengan melaksanakan sampling dan pengujian 

rapid test kit terhadap produk pangan dari UMKM untuk memastikan pangan yang beredar 

aman dikonsumsi masyarakat.  
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Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi teknis personel laboratorium telah 

diadakan Bimbingan Teknis Internal Pengujian dan Verifikasi Metode Analisis Rapid Test Obat 

di Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat pada Bulan September 2025 dengan instruktur 

dari PPPOMN. Zat aktif yang diuji meliputi Methylprednisolone dan Domperidone.  
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HIGHLIGHT  KEGIATAN PEMERIKSAAN TW III TAHUN 2025 

Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat pada TW III di  tahun 2025 ini melaksanakan 

kegiatan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan. 

Dilakukan  pengawasan produk pangan olahan, obat bahan alam, suplemen, kosmetik dan 

obat di sarana-sarana distribusi dan produksi bukan 

hanya di wilayah ibu. 

 

kota kabupaten di wilayah Manggarai raya tetapi juga 

sampai di kecamatan kecamatan terjauh. Kegiatan 

pengawasan sebagai bentuk konsistensi semangat 

pengawasan dari Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dalam melakukan pengawasan obat 

dan makanan di wilayah Manggarai raya dengan tujuan agar masyarakat tetap terlindungi dari 

produk pangan olahan, kosmetik, obat bahan alam, suplemen, dan obat yang tidak memenuhi 

ketentuan. 

 

HIGHLIGHT  KEGIATAN PENINDAKAN 

LOKA POM di Kabupaten Manggarai Barat pada Triwulan III melaksanakan kegiatan 

bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Manggarai Barat dan stakeholder terkait dalam 

pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum yang telah memiliki kekuatan hukum 

tetap (inkracht). Kegiatan dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Manggarai 

Barat pada tanggal 23 September 2025. 
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HIGHLIGHT  KEGIATAN PENDAMPINGAN UMKM 

LOKA POM di Kabupaten Manggarai Barat pada TW III melaksanakan kegiatan 

pendampingan kepada Pelaku Usaha dalam rangka Pendampingan UMKM memperoleh 

rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA/Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB, yaitu 1 sarana 

di Kab. Manggarai (UMK Delawa Coffee), dan 1 sarana di Kab. Manggarai Barat (UMK CV. 

Komodo Jaya Abadi). 

Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat juga telah melaksanakan Bimbingan Teknis 

Penerapan CPPOB kepada Pelaku Usaha sebanyak 3 orang pada tanggal 19–21 Agustus 2025, 

dimana melalui Bimtek ini diharapkan peserta dapat memahami dan terpapar terkait Penerapan 

Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) yang selanjutnya wajib diterapkan di sarana 

produksi masing-masing perusahaan. Selain itu peserta yang hadir akan melakukan pelatihan 

internal untuk memberikan pemahaman terhadap karyawan di masing-masing perusahaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam 

memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia 

aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam 

menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan 

nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang 

beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini 

tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan 

konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar. Untuk memperkuat 

sistem pengawasan ini, keberadaan Loka POM di tingkat kabupaten menjadi sangat 

penting, salah satunya di Kabupaten Manggarai Barat. 

Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat sangat diperlukan mengingat tantangan 

signifikan yang dihadapi dalam pengawasan obat dan makanan. Keterbatasan sumber 

daya manusia dapat menghambat efektivitas pengawasan, sementara aksesibilitas 

wilayah yang terpencil menyulitkan pengawasan menyeluruh dan meningkatkan risiko 

peredaran produk tidak memenuhi standar. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat 

tentang pentingnya keamanan produk obat dan makanan. Keberadaan Loka POM di 

Kabupaten Manggarai Barat ini menjadi krusial untuk meningkatkan pengawasan produk 

secara lokal. Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat tidak hanya berfungsi untuk 

memastikan keamanan dan kualitas obat dan makanan, tetapi juga bertujuan untuk 

membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memilih produk yang aman dan 

berkualitas. Dengan melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), diharapkan 

masyarakat akan lebih terpapar mengenai obat dan makanan yang aman. Selain itu, Loka 

POM di Kabupaten Manggarai Barat dapat memperkuat kolaborasi dengan pemerintah 

daerah, pelaku usaha, dan komunitas daerah, menciptakan ekosistem yang mendukung 

keamanan obat dan makanan. 

Melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Loka POM di Kabupaten 

Manggarai Barat akan berperan penting dalam mendukung kesehatan masyarakat dan 

perekonomian lokal, menjadikannya wilayah yang lebih sehat dan berdaya saing. 
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Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat mencakup tiga kabupaten: 

Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur, di mana Kabupaten Manggarai 

Barat merupakan salah satu destinasi pariwisata yang berpotensi menyebabkan masuknya 

produk obat dan makanan ilegal atau yang tidak memenuhi ketentuan. Untuk menghadapi 

tantangan tersebut, Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat perlu menyiapkan dan 

merumuskan kebijakan strategis dan adaptif sebagai acuan dalam melaksanakan tugas 

pengawasan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, Loka POM diharapkan mampu 

menghadapi tantangan tersebut dan memaksimalkan kinerjanya dalam pengawasan obat 

dan makanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Manggarai 

Barat, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur. 

1.2    GAMBARAN UMUM ORGANISASI  

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM 

di Kabupaten Manggarai Barat merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan 

POM, yaitu satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis 

operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat 

dan Makanan. Kedudukan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi 

sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Peraturan 

Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tersebut merupakan langkah strategis penguatan 

kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan 

Obat dan Makanan. Luas wilayah kerja pengawasan Loka POM di Kabupaten Manggarai 

Barat sebesar 7673.84 km2 yang berada di daratan Pulau Flores dan pulau-pulau 

disekitarnya yang termasuk kedalam ketiga Kabupaten wilayah kerja yakni Kabupaten 

Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur. Wilayah 

tersebut termasuk kedalam wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Ketiga Kabupaten pengawasan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat memiliki 

masing-masing luas daerah sebagai berikut, Kabupaten Manggarai Barat seluas (3.141 

km2) dengan 12 Kecamatan (Komodo, Boleng, Sano Nggoang, Mbeliling, Lembor, 

Welak, Lembor Selatan, Kuwus, Ndoso, Kuwus Barat, Macang Pacar, dan Pacar). 12 

Kecamatan tersebut tersebar dalam bentang alam kepulauan dan bukit-bukit yang cukup 

sulit dijangkau. Wilayah kerja yang kedua yaitu Kabupaten Manggarai dengan luas 2096 

km2 dengan 12 Kecamatan (Cibal, Cibal Barat, Langke Rembong, Lelak, Reok, Reok 
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Barat, Rahong Utara, Ruteng, Satar Mese, Satar Mese Barat, Satar Mese Utara, Wae Rii) 

dengan jumlah keseluruhan penduduk sebesar 312.855. Wilayah Kerja paling jauh yakni 

Kabupaten Manggarai Timur dengan luas 2.401 km2 dengan 9 Kecamatan yaitu Borong, 

Rana Mese, Kota Komba, Elar, Elar Selatan, Poco Ranaka, Poco Ranaka Timur, Lamba 

Leda, dan Sambi Rampas. Kecamatan-kecamatan tersebut sangat susah dijangkau dengan 

transportasi darat sebab akses jalan susah dilalui oleh mobil. Secara umum wilayah 

pengawasan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dapat dilihat sebagai berikut:  

Gambar 1. 1 Wilayah Pengawasan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat 

Loka POM sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM memiliki 

tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapetik, narkotika, 

psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, serta 

keamanan pangan dan bahan berbahaya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Loka POM 

di Kabupaten Manggarai Barat menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan; 

c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau 

sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian; 

d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat 

dan Makanan; 

e. Pelaksanaan pengambilan sampling Obat dan Makanan; 

f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan; 

g. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

h. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber; 
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i. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan; 

j. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan; 

l. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan  

Dilihat dari fungsi Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat sebagai UPT BPOM 

secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan, yakni:  

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum 

beredar (pre-market) dengan melaksanakan audit Pemeriksaan Sarana Balai 

(PSB) sarana produksi dalam rangka sertifikasi pangan, kosmetik dan obat 

tradisional serta audit dalam rangka sertifikasi CDOB, CPKB dan CPOTB; 

2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post- market) 

mencakup: pemeriksaan penandaan dan label, pengambilan sampel, pengujian, 

pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan; 

3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan 

edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya 

saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan 

lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku 

kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan 

Makanan; 

4. Penegakan hukum melalui kegiatan cegah tangkal, siber, intelijen, dan 

penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan 

Makanan. 

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Loka POM Kabupaten Manggarai Barat 

sebagai garda depan dalam hal perlindungan terhadap masyarakat di Kabupaten 

Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur. 

1.3    STRUKTUR ORGANISASI  

Berdasarkan Peraturan BPOM No 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM di 

Kabupaten Manggarai Barat terdiri atas seorang Kepala Loka yang membawahi 

Kelompok Jabatan Fungsional. Koordinasi terkait kinerja pada Loka POM di Kabupaten 

Manggarai Barat langsung dipimpin oleh Kepala Loka sebagai koordinator setiap 
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kegiatan dibantu oleh masing-masing kelompok jabatan fungsional yang digambarkan 

pada Gambar 1.2. 

Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat 

 

 

 

 

 

 

Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat untuk 

melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan tahun 2025 adalah 30 

(tiga puluh) orang yaitu 11 (sebelas) orang PNS, 7 (tujuh) orang CPNS, 1 (satu) orang 

PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja), 2 (dua) orang PPNPN (Pegawai 

Pemerintah Non Pegawai Negeri) dan 10 (sepuluh) pegawai outsourcing. Latar belakang 

pendidikan pegawai Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat yang berstatus ASN 

terdiri dari S-2 sebanyak 2 orang, Apoteker sebanyak 4 orang, S-1 sebanyak 8 orang, dan 

Diploma sebanyak 5 orang yang tersebar di Fungsi Pemeriksaan, Fungsi Penindakan, 

Fungsi Pengujian, Fungsi Informasi dan Komunikasi serta Fungsi Tata Usaha. Mengingat 

tantangan dan permasalahan yang dihadapi ke depan lebih sulit dan beragam serta 

berdasarkan analisa beban kerja, diperlukan penambahan SDM secara bertahap serta 

pelatihan setiap tahun untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial dalam 

menjalankan fungsi sebagai Pengawas Obat dan Makanan. 

1.4    ISU STRATEGIS  

Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Kota Labuan Bajo, 

Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan salah satu Kota yang masuk dalam program 

Destinasi Pariwisata Premium yang mulai berkembang dan diminati sebagai daerah 

wisata baik wisatawan skala nasional maupun internasional. Kunjungan wisatawan, 

percepatan arus informasi dan program permodalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur 

serta meningkatnya produk Obat dan Makanan yang beredar baik yang berasal dari dalam 

maupun Luar negeri. Peredaran produk obat dan makanan secara daring yang semakin 

marak membuat pengawasan yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten 

Ketua Tim/Kelompok 
Jabatan Fungsional 

Kepala Loka POM di 
Kab. Manggarai Barat 
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Manggarai Barat harus lebih komprehensif mencakup peredaran produk Obat dan 

Makanan secara langsung.  

Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan ujung barat dari Provinsi Nusa 

tenggara timur sebagai salah satu jalur pintu masuk melalui Pelabuhan maupun Bandar 

udara serta Kabupaten Manggarai yang juga salah satu akses terdekat menuju Provinsi 

Sulawesi Selatan juga harus mendapatkan perhatian khusus mengingat jalur transportasi 

produk Obat dan Makanan yang cukup intens berpeluang dimanfaatkan oleh oknum-

oknum tidak bertanggungjawab untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan di bidang 

obat dan makanan.  

Perkembangan UMKM di Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai dan 

Kabupaten Manggarai Timur juga menuntut Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat 

untuk memiliki strategi khusus yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam melakukan 

registrasi namun juga tidak melupakan faktor keamanan dan kualitas produk obat dan 

makanan yang diproduksi. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM 

di Kabupaten Kabupaten Manggarai Barat perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan 

terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi 

tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. 

Isu Strategis yang mempengaruhi kinerja Loka POM di Kabupaten Manggarai 

Barat dikaji melalui Renstra Loka POM di Kabupaten Manggarai barat 2025-2029 dibagi 

menjadi 2 yaitu, internal dan eksternal : 

Isu Internal  

1. Pegawai Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat memerlukan peningkatan 

kompetensi serta pemetaan kompetensi yang sesuai 

2. Kualifikasi pegawai yang sesuai dengan tugas jabatan  

3. Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat belum memiliki gedung sendiri dan 

sarana prasarana yang masih kurang memadai 

4. Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dituntut untuk dapat melakukan pengujian 

akan tetapi sarana prasarana laboratorium belum memadai 

Isu Eksternal  

1. Akses wilayah kerja yang sulit dijangkau, seperti daerah pegunungan dan kepulauan 

serta kondisi cuaca dan iklim yang ekstrim 

2. Ketersediaan dan ragam jenis sampel yang terbatas serta sebarannya yang tidak 

merata 
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3. Perubahan kebiasaan masyarakat dalam pemanfaatan media elektronik dalam 

konsumsi Obat dan Makanan  

4. Keamanan dan keselamatan petugas dalam melakukan pengawasan 

5. Munculnya pandemi penyakit yang dapat merubah kebiasaan kinerja 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1. URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS 

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, 

permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas 

dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut 

untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, 

khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan 

organisasi sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. 

Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat 

Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil 

(outcome) yang ingin diwujudkan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dalam 

menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat 

dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup 

masyarakat, bangsa, dan negara. 

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk 

obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 

2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh 

aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah 

melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM 

berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: 

Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka 

Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah: 

- VISI 

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan 

berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju 

Indonesia Emas 2045” 

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam 

regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat 

diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di 

antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional. 
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Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang 

menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan 

visi tersebut: 

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi 

dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup 

pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar 

kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan 

publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.  

2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan 

bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki 

kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas 

produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional. 

3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung 

industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar 

global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, 

dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar 

internasional. 

4. Masyarakat Sehat: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung 

terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses 

masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, 

bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan 

bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada 

pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum 

beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting 

adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk 

memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan 

BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan 

sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of 

Pack Nutrition labelling (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan 

perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan 

untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah 

strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka 
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penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta 

mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.  

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM 

dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan 

farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan 

- MISI 

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis 

yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM 

disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi 

Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan 

pada gambar berikut: 

 

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan 

sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, 

kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang 

disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta 

Cita 2, 3 dan 5 

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM 

tahun 2025-2029 adala sebagai berikut:  

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan 

mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.  
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2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur 

ekonomi yang produktif dan berdaya saing.  

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta 

penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku 

usaha, dan masyarakat.  

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan 

pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. 

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra 2025-2029 dengan 

penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja 

Tahun (RKT) 2025 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2025.  

Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat tidak melakukan perubahan RKT hanya 

melakukan penyesuaian target pada perjanjian kinerja ( PK ) dan RAPK, berdasarkan 

Surat Sekretaris Utama nomor: PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025  perihal 

permintaan Revisi PK dan RAPK 2025. 

Tabel 2.2.1  Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 Loka POM di Kabupaten  

Manggarai Barat  

No. Sasaran Indikator Kinerja Target  

1 

Meningkatnya efektivitas 

pengawasan Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

Olahan di wilayah kerja 

UPT 

Persentase sampel Sediaan Farmasi 

berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

80,5 

Persentase sampel Pangan Olahan 

berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

75 

Persentase sampel KLB keracunan 

pangan yang diuji sesuai standar oleh 

UPT 

100 

Persentase sampel PIRT berisiko 

yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 
75 

Persentase keputusan/rekomendasi 

hasil pengawasan Sediaan Farmasi 
94,15 
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No. Sasaran Indikator Kinerja Target  

dan Pangan Olahan yang 

ditindaklanjuti oleh stakeholder 

Persentase sarana produksi Sediaan 

Farmasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

87 

Persentase sarana produksi Pangan 

Olahan yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

80 

Persentase fasilitas distribusi 

Sediaan Farmasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

93,25 

Persentase sarana distribusi Pangan 

Olahan yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

75 

Persentase iklan Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan yang diawasi 

sesuai ketentuan 

90,8 

2 

Meningkatnya efektivitas 

Pengawasan Sarana 

Produksi Pangan 

Fortifikas 

Persentase cakupan sarana produksi 

Pangan Fortifikasi yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

100 

3 

Menguatnya lab 

pengawasan sedian 

farmasi dan pangan dan 

olahan di wilayah kerja upt 

Nilai pemenuhan lab pengujian 

sedian farmasi dan pangan olahan upt 

sesuai standar kemampuan 

laboraturium 

11,5 

4 

Meningkatnya efektivitas 

KIE di masing-masing 

wilayah kerja UPT 

Tingkat efektivitas KIE Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan di 

wilayah kerja UPT 

85,08 

Jumlah sekolah yang melaksanakan 

pembudayaan keamanan pangan 
2 

Jumlah desa pangan aman 1 
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No. Sasaran Indikator Kinerja Target  

Jumlah pasar pangan aman berbasis 

komunitas 
1 

4 

Meningkatnya 

pendampingan UMKM 

dalam pemenuhan standar 

keamanan dan mutu 

Persentase UMKM yang didampingi 

dan memperoleh rekomendasi 

sertifikat cara pembuatan OBA, Kos 

yang baik dan/atau IP CPPOB 

Pangan Olahan 

80 

5 

Terlaksananya Penindakan 

Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

Olahan yang efektif di 

wilayah kerja UPT 

Persentase Keberhasilan Penyidikan 

Kejahatan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di UPT 

75 

6 

Terlaksananya kegiatan 

deteksi kejahatan di bidang 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang 

efektif di wilayah kerja 

UPT 

Persentase Laporan Analisis 

Kejahatan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang diselesaikan 

sesuai standar 

90 

7 
Layanan Publik UPT yang 

prima 
Indeks Pelayanan Publik UPT 3,6 

8 

Terwujudnya tata kelola 

pemerintah Unit 

Organisasi yang optimal 

Nilai AKIP UPT BPOM 76,5 

Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 5 

Indeks Manajemen Risiko UPT 

BPOM 
2,6 

Persentase implementasi rencana 

aksi Reformasi Birokrasi di lingkup 

UPT 

100 

2.3 PERJANJIAN KINERKA (PK) 

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk 

melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian 
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Kinerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 merupakan pernyataan 

komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan 

terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban 

tugas yaitu Kepala Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dengan Kepala Badan 

POM RI. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja komitmen yang 

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja.  

Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025 secara 

rinci sebagai berikut :  

Tabel 2.3.1 Perjanjian Kinerja 2025 Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat (semula) 

No. Sasaran Indikator Kinerja Target 

1 

Meningkatnya efektivitas 

pengawasan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di wilayah kerja 

UPT 

Persentase sampel Sediaan Farmasi 

berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

80,5 

Persentase sampel Pangan Olahan 

berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

75 

Persentase sampel KLB keracunan 

pangan yang diuji sesuai standar oleh 

UPT 

100 

Persentase sampel PIRT berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 
75 

Persentase keputusan/rekomendasi 

hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang ditindaklanjuti 

oleh stakeholder 

94,15 

Persentase sarana produksi Sediaan 

Farmasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

87 

Persentase sarana produksi Pangan 

Olahan yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

80 
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No. Sasaran Indikator Kinerja Target 

Persentase fasilitas distribusi Sediaan 

Farmasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

93,25 

Persentase sarana distribusi Pangan 

Olahan yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

75 

Persentase iklan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang diawasi sesuai 

ketentuan 

90,8 

2 

Meningkatnya efektivitas 

Pengawasan Sarana Produksi 

Pangan Fortifikas 

Persentase cakupan sarana produksi 

Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

100 

3 

Menguatnya Lab 

Pengawasan  Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di wilayah kerja 

UPT 

Nilai pemenuhan Lab Pengujian 

Sediaan Farmasi dan Pangan olahan 

UPT sesuai Standar Kemampuan 

Laboratorium 

11,5 

4 

Meningkatnya efektivitas KIE di 

masing-masing wilayah kerja 

UPT 

Tingkat efektivitas KIE Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah 

kerja UPT 

85,08 

Jumlah sekolah yang melaksanakan 

pembudayaan keamanan pangan 
2 

Jumlah desa pangan aman 1 

Jumlah pasar pangan aman berbasis 

komunitas 
1 

5 

Meningkatnya pendampingan 

UMKM dalam pemenuhan 

standar keamanan dan mutu 

Persentase UMKM yang didampingi 

dan memperoleh rekomendasi sertifikat 

cara pembuatan OBA, Kos yang baik 

dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan 

80 



 

 16 
  

No. Sasaran Indikator Kinerja Target 

6 

Terlaksananya Penindakan 

Kejahatan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang efektif di 

wilayah kerja UPT 

Persentase Keberhasilan Penyidikan 

Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan di UPT 

75 

7 

Terlaksananya kegiatan deteksi 

kejahatan di bidang Sediaan 

Farmasi dan Pangan Olahan yang 

efektif di wilayah kerja UPT 

Persentase Laporan Analisis Kejahatan 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 

yang diselesaikan sesuai standar 

90 

8 Layanan Publik UPT yang prima Indeks Pelayanan Publik UPT 3,6 

9 

Terwujudnya tata kelola 

pemerintah Unit Organisasi yang 

optimal 

Nilai AKIP UPT BPOM 76,5 

Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 5 

Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM 2,6 

Persentase implementasi rencana aksi 

Reformasi Birokrasi di lingkup UPT 
100 

 

Pada Triwulan II Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat 

menetapkan 24 indikator kinerja yang terbagi dalam 9 sasaran strategis sesuai dengan 

Perjanjian Kinerja (PK) awal tahun, namun adanya perubahan prioritas atau asumsi yang 

berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka 

berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di 

Lingkungan BPOM perlu dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja tahun 

2025. Berkaitan dengan hal ini, dilakukan penyesuaian pada Triwulan III Tahun 2025 

berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 

Agustus 2025. 

Penyesuaian tersebut mencakup perubahan dan penambahan indikator kinerja, 

sehingga jumlah keseluruhan indikator meningkat menjadi 27 indikator kinerja dengan 8 

sasaran strategis pada triwulan III . Perubahan ini meliputi penambahan tiga Indikator 

Kinerja Utama (IKU) baru, yaitu IKU presentase Presentase label produk tembakau dan 

/atau rokok elektronik yang di awasi sesuai standar, Presentase pemenuhan target 

pengendalian AMR di wilayah UPT dan Presentase Kabupaten/Kota yang didampingi 
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dalam pencapaian Kabupaten/ Kota Aman. Perubahan ini  mulai berlaku sejak bulan 

Agustus 2025 dan menjadi acuan pelaksaaan kinerja Loka POM di Kabupaten Manggarai 

Barat 

Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025 secara 

rinci sebagai berikut : 

Tabel 2.3.2  Perubahan Perjanjian Kinerja pada TW III 2025 Loka POM di Kabupaten           

Manggarai Barat (menjadi) 

No. Sasaran Indikator Kinerja Target 

1 

Meningkatnya efektivitas 

pengawasan Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan di wilayah 

kerja UPT 

Persentase sampel Sediaan Farmasi 

berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

88,25 

Persentase sampel Pangan Olahan 

berisiko yang ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

90 

Persentase sampel KLB keracunan 

pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT 
100 

Persentase sampel PIRT berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 
75 

Persentase keputusan/rekomendasi hasil 

pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan yang ditindaklanjuti oleh 

stakeholder 

94,15 

Persentase sarana produksi Sediaan 

Farmasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

87 

Persentase sarana produksi Pangan 

Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

80 

Persentase fasilitas distribusi Sediaan 

Farmasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

93,25 
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No. Sasaran Indikator Kinerja Target 

Persentase sarana distribusi Pangan 

Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

75 

Persentase iklan Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang diawasi sesuai 

ketentuan 

95 

Presentase label produk tembakau dan 

/atau rokok elektronik yang di awasi 

sesuai standar 

80 

Presentase pemenuhan target 

pengendalian AMR di wilayah UPT 
100 

Nilai pemenuhan Lab pengujian sedian 

farmasi dan pangan olahan UPT sesuai 

standar kemampuan laboraturium 

18 

Presentase Kabupaten/Kota yang 

didampingi dalam pencapaian Kabupaten/ 

Kota Aman 

33.33 

2 

Meningkatnya efektivitas 

Pengawasan Sarana Produksi 

Pangan Fortifikas 

Persentase cakupan sarana produksi 

Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai ketentuan 

100 

3 

Meningkatnya efektivitas KIE 

di masing-masing wilayah 

kerja UPT 

Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT 
85,08 

Jumlah sekolah yang melaksanakan 

pembudayaan keamanan pangan 
2 

Jumlah desa pangan aman 1 

Jumlah pasar pangan aman berbasis 

komunitas 
1 

4 

Meningkatnya pendampingan 

UMKM dalam pemenuhan 

standar keamanan dan mutu 

Persentase UMKM yang didampingi dan 

memperoleh rekomendasi sertifikat cara 
80 
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No. Sasaran Indikator Kinerja Target 

pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau 

IP CPPOB Pangan Olahan 

5 

Terlaksananya Penindakan 

Kejahatan Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan yang 

efektif di wilayah kerja UPT 

Persentase Keberhasilan Penyidikan 

Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan di UPT 

75 

6 

Terlaksananya kegiatan 

deteksi kejahatan di bidang 

Sediaan Farmasi dan Pangan 

Olahan yang efektif di wilayah 

kerja UPT 

Persentase Laporan Analisis Kejahatan 

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang 

diselesaikan sesuai standar 

90 

7 
Layanan Publik UPT yang 

prima 
Indeks Pelayanan Publik UPT 3,6 

8 

Terwujudnya tata kelola 

pemerintah Unit Organisasi 

yang optimal 

Nilai AKIP UPT BPOM 76,5 

Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 5 

Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM 2,6 

Persentase implementasi rencana aksi 

Reformasi Birokrasi di lingkup UPT 
100 

 

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) 

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan 

mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan 

kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, 

pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat selalu 

dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi e-performance untuk 

digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan 

tiap triwulan pada tahun 2025 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.  

Tabel 2.4.1  Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten   

Manggarai Barat (semula) 
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No Sasaran 
Kegiatan  Indikator Kinerja 

Target 
B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 Anggaran 

1 

Meningkatnya 

efektivitas 

pengawasan Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

Olahan di wilayah 

kerja UPT 

Persentase sampel 

Sediaan Farmasi 

berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

- 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 79,743,000 

Persentase sampel 

Pangan Olahan berisiko 

yang ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

- 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 57,339,200 

Persentase sampel 

KLB keracunan pangan 

yang diuji sesuai 

standar oleh UPT 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 7,167,400 

Persentase sampel 

PIRT berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

- 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 7,167,400 

Persentase 

keputusan/rekomendasi 

hasil pengawasan 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang 

ditindaklanjuti oleh 

stakeholder 

- - - - 30 45 50 60 70 80 90 94,15 2,122,100 

Persentase sarana 

produksi Sediaan 

Farmasi yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 1,697,680 

Persentase sarana 

produksi Pangan 

Olahan yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 15,279,120 

Persentase fasilitas 

distribusi Sediaan 

Farmasi yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

93,25 93,25 93,25 93,25 93,25 93,25 93,25 93,25 93,25 93,25 93,25 93,25 203,700,420 

Persentase sarana 

distribusi Pangan 

Olahan yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 91,517,580 

Persentase iklan 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang 

diawasi sesuai 

ketentuan 

90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 2,122,100 
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No Sasaran 
Kegiatan  Indikator Kinerja 

Target 
B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 Anggaran 

2 

Meningkatnya 

efektivitas 

Pengawasan Sarana 

Produksi Pangan 

Fortifikas 

Persentase cakupan 

sarana produksi Pangan 

Fortifikasi yang 

diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

- - - - - - - - - - 100 100 1,701,000 

3 

Menguatnya Lab 

Pengawasan  Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

Olahan di wilayah 

kerja UPT 

Nilai pemenuhan Lab 

Pengujian Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

olahan UPT sesuai 

Standar Kemampuan 

Laboratorium 

- - 11 11,4 11,4 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 117,158,000 

4 

Meningkatnya 

efektivitas KIE di 

masing-masing 

wilayah kerja UPT 

Tingkat efektivitas KIE 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di 

wilayah kerja UPT 

- - 85,08 85,08 85,08 85,08 85,08 85,08 85,08 85,08 85,08 85,08 100,969,000 

Jumlah sekolah yang 

melaksanakan 

pembudayaan 

keamanan pangan 

- - - 25 25 25 50 50 75 75 100 2 100,109,000 

Jumlah desa pangan 

aman 
- - - 

25 25 25 50 50 75 75 100 1 165,417,000 

Jumlah pasar pangan 

aman berbasis 

komunitas 

- - - 
25 25 50 50 75 75 75 100 1 116,872,000 

5 

Meningkatnya 

pendampingan 

UMKM dalam 

pemenuhan standar 

keamanan dan mutu 

Persentase UMKM 

yang didampingi dan 

memperoleh 

rekomendasi sertifikat 

cara pembuatan OBA, 

Kos yang baik dan/atau 

IP CPPOB Pangan 

Olahan 

- 10 10 30 30 30 50 60 60 70 70 80 42,980,000 

6 

Terlaksananya 

Penindakan 

Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

Olahan yang efektif 

di wilayah kerja UPT 

Persentase 

Keberhasilan 

Penyidikan Kejahatan 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di UPT 

- 15 55 75 75 75 75 75 75 75 75 75 109,644,000 

7 

Terlaksananya 

kegiatan deteksi 

kejahatan di bidang 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang 

efektif di wilayah 

kerja UPT 

Persentase Laporan 

Analisis Kejahatan 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang 

diselesaikan sesuai 

standar 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 90 47,024,000 

8 Layanan Publik UPT 

yang prima 
Indeks Pelayanan 

Publik UPT 
- - - - - - - - - - - 

3,6 41,300,000 

9 

Terwujudnya tata 

kelola pemerintah 

Unit Organisasi yang 

optimal 

Nilai AKIP UPT 

BPOM 
- - - - - - - - - - - 

76,5 102,550,000 

Nilai Kinerja Anggaran 

UPT BPOM 
- - - - - - - - - - - 

5 2,105,302,000 



 

 22 
  

No Sasaran 
Kegiatan  Indikator Kinerja 

Target 
B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 Anggaran 

Indeks Manajemen 

Risiko UPT BPOM 
- - - - - - - - - - - 

2,6 87,900,000 

Persentase 

implementasi rencana 

aksi Reformasi 

Birokrasi di lingkup 

UPT 

- - 

25 25 25 50 50 50 75 75 75 100 102,550,000 

 

Pada Triwulan III, Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat telah menyesuaikan target 

RAPK sesuai dengan Surat Sekretaris Utama Nomor PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025 

terkait permintaan revisi PK dan RAPK Tahun 2025. Beberapa kegiatan mengalami pergeseran 

target dan penjadwalan ulang, namun secara umum pelaksanaan program tetap berjalan sesuai 

rencana dan capaian kinerja tetap terjaga. Penyesuaian ini dilakukan untuk menyesuaikan alokasi 

anggaran dan prioritas kegiatan yang ditetapkan secara nasional. 

sehingga Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten 

Manggarai Barat sebagai berikut : 

Tabel 2.4.2  Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten  

Manggarai Barat (menjadi) 

No Sasaran 
Kegiatan  Indikator Kinerja 

Target 
B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 Anggaran 

1 

Meningkatnya 

efektivitas 

pengawasan Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

Olahan di wilayah 

kerja UPT 

Persentase sampel 

Sediaan Farmasi 

berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

- 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 88,25 88,25 88,25 88,25 88,25 79,743,000 

Persentase sampel 

Pangan Olahan 

berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

- 75 75 75 75 75 75 90 90 90 90 90 50,171,800 

Persentase sampel KLB 

keracunan pangan yang 

diuji sesuai standar oleh 

UPT 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 7,167,400 

Persentase sampel PIRT 

berisiko yang 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

- 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 7,167,400 

Persentase 

keputusan/rekomendasi 

hasil pengawasan 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang 

ditindaklanjuti oleh 

stakeholder 

- - - - 30 45 50 94,15 94,15 94,15 94,15 94,15 2,122,100 
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No Sasaran 
Kegiatan  Indikator Kinerja 

Target 
B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 Anggaran 

Persentase sarana 

produksi Sediaan 

Farmasi yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 1,485,470 

Persentase sarana 

produksi Pangan 

Olahan yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 15,491,330 

Persentase fasilitas 

distribusi Sediaan 

Farmasi yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

93,25 93,25 93,25 93,25 93,25 93,25 93,25 93,25 93,25 93,25 93,25 93,25 172,315,360 

Persentase sarana 

distribusi Pangan 

Olahan yang diperiksa 

dan ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan 

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 77,819,840 

Persentase iklan 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang 

diawasi sesuai 

ketentuan 

90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 90,8 95 95 95 95 95 2,122,100 

Presentase produk label 

tembakau dan/atau 

rokok elekronik yang 

diawasi sesuai standar 

       80 80 80 80 80 17,290,000 

Presentase pemenuhan 

target pengendalian 

AMR diwilayah UPT 

           100 27,792,800 

Nilai pemenuhan Lab 

Pengujian Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

olahan UPT sesuai 

Standar Kemampuan 

Laboratorium 

- - 11 11,4 11,4 11,5 11,5 11,5 17,7 17,7 17,7 18 117,158,000 

Presentase 

kabupaten/kota yang 

ddampingi dalam 

pencapaian 

kabupaten/kota pangan 

aman 

           33,33 7,167,400 

2 

Meningkatnya 

efektivitas 

Pengawasan Sarana 

Produksi Pangan 

Fortifikas 

Persentase cakupan 

sarana produksi Pangan 

Fortifikasi yang 

diperiksa dan 

ditindaklanjuti sesuai 

ketentuan 

- - - - - - - 100 100 100 100 100 1,701,000 

3 

Meningkatnya 

efektivitas KIE di 

masing-masing 

wilayah kerja UPT 

Tingkat efektivitas KIE 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di 

wilayah kerja UPT 

- - 85,08 85,08 85,08 85,08 85,08 85,08 85,08 85,08 85,08 85,08 100,969,000 
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No Sasaran 
Kegiatan  Indikator Kinerja 

Target 
B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 Anggaran 

Jumlah sekolah yang 

melaksanakan 

pembudayaan 

keamanan pangan 

- - - 25 25 25 50 75 

 

100 

 

100 
100 2 100,109,000 

Jumlah desa pangan 

aman 
- - - 

25 25 25 50 75 100 100 100 1 165,417,000 

Jumlah pasar pangan 

aman berbasis 

komunitas 

- - - 
25 25 50 50 75 75 75 100 1 116,872,000 

5 

Meningkatnya 

pendampingan 

UMKM dalam 

pemenuhan standar 

keamanan dan mutu 

Persentase UMKM 

yang didampingi dan 

memperoleh 

rekomendasi sertifikat 

cara pembuatan OBA, 

Kos yang baik dan/atau 

IP CPPOB Pangan 

Olahan 

- 10 10 30 30 30 50 60 60 70 70 14,29 42,980,000 

6 

Terlaksananya 

Penindakan 

Kejahatan Sediaan 

Farmasi dan Pangan 

Olahan yang efektif 

di wilayah kerja 

UPT 

Persentase 

Keberhasilan 

Penyidikan Kejahatan 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan di UPT 

- 15 55 75 75 75 75 75 75 75 75 75 109,644,000 

7 

Terlaksananya 

kegiatan deteksi 

kejahatan di bidang 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang 

efektif di wilayah 

kerja UPT 

Persentase Laporan 

Analisis Kejahatan 

Sediaan Farmasi dan 

Pangan Olahan yang 

diselesaikan sesuai 

standar 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 90 47,024,000 

8 Layanan Publik UPT 

yang prima 
Indeks Pelayanan 

Publik UPT 
- - - - - - - - - - - 

3,6 41,300,000 

9 

Terwujudnya tata 

kelola pemerintah 

Unit Organisasi 

yang optimal 

Nilai AKIP UPT BPOM - - - - - - - - - - - 
76,5 102,550,000 

Nilai Kinerja Anggaran 

UPT BPOM 
- - - - - - - - - - - 

5 2,352,356,000 

Indeks Manajemen 

Risiko UPT BPOM 
- - - - - - - - - - - 

2,6 87,900,000 

Persentase 

implementasi rencana 

aksi Reformasi 

Birokrasi di lingkup 

UPT 

- - 

25 25 25 50 50 50 75 75 75 100 102,550,000 

 

2.5    METODE PENGUKURAN 

Berdasarakan Surat Edaran Nomor PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 tentang 

Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit/satuan kerja 
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di lingkungan BPOM dalam melaksanakan pengukuran dan pelaporan kinerja guna 

memastikan ketercapaian target organisasi secara terstruktur dan akuntabel. Surat Edaran 

ini menjadi acuan dalam pelaksanaan SAKIP di lingkungan BPOM hingga diterbitkannya 

revisi Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di 

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semesteran) 

dan tahunan sesuai tipe Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level 

satker/unit kerja. Setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang 

berbeda, yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja. Beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu: 

1. Syarat Pengukuran Kinerja:  

a. Terdapat Perjanjian Kinerja;  

b. Terdapat rincian Target Indikator Kinerja;  

c. Terdapat Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja;  

d.  Manual pengukuran dan pengumpulan data Indikator Kinerja;  

e. Terdapat pedoman atau tata cara pengumpulan data kinerja yang dituangkan 

pada Surat Keputusan/SOP Mikro.  

f. Terdapat penanggung jawab data yang jelas.  

g. Sumber data yang valid dan mudah telusur.  

h. Dukungan sistem informasi  

2. Capaian Indikator Kinerja Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara 

realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi 

indikator kinerja. Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan 

sebagai berikut:   

a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja Dengan mempertimbangkan koreksi 

terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan 

normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut: (1) Jika 

capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; 

dan (2) Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan 

normalisasi. 

b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:  
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3. Mekanisme Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara 

membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam 

dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan 

tahapan sebagai berikut: 

a) Melakukan perhitungan dan mendokumentasikan data mentah (Raw Data) 

dengan tertib.  

b) Menghitung Realisasi Indikator Kinerja.  

c) Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi 

Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu ePerformance melalui 

tautan: https://simetris.pom.go.id/eperformance_new. Data realisasi indikator 

kinerja yang diinput pada aplikasi SIMETRIS merupakan data final hasil 

evaluasi internal dan digunakan dalam penyusunan laporan evaluasi internal, 

sehingga tidak terdapat perbedaan data realisasi indikator kinerja. 

d) Pimpinan Unit Kerja/Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa 

data yang diinput:  

(1) valid, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai dengan 

manual indikator kinerja;  

(2) reliable, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; 

dan  

(3) obyektif, yakni bebas dari intervensi/kepentingan 

e) Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi dan 

kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan 

manual indikator kinerja melalui aplikasi SIMETRIS. 

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari: 

a) NKO Periodik  
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NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO 

periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang 

telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian 

kinerja pada periode tersebut. 

b) NKO tahunan  

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. 

NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja 

tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi BIrokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja 

Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu: 

(1) Capaian Perjanjian Kinerja Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil 

pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan 

dalam laporan kinerja.  

(2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil evaluasi 

akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja 

Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh 

Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. 

Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas 

Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan 

oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi 

Pemerintah. 

Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 

3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut : 

Predikat NKO Nilai Kinerja Organisasi 

(NKO) 

Notifikasi Warna 

Istimewa >100%  

 

Baik 80% < x ≤ 100%  

 

Butuh Perbaikan 60% < x ≤ 80%  

 

Kurang 20% < x ≤ 60%  
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Sangat Kurang 0% ≤ x ≤ 20%  

 

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan 

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target 

sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala 

dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah 

tercapai. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut: 

 

Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Loka POM di Kabupaten 

Manggarai Barat adalah sebagai berikut: 

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas sebagai penanggungjawab data di Loka POM 

di Kabupaten Manggarai Barat yang masuk dalam SK Tim Monitoring dan Evaluasi Badan 

POM  

2.  Kepala Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat menunjuk perwakilan 

penanggungjawab data di setiap fungsi dengan menerbitkan SK Kepala Loka POM di 

Kabupaten Manggarai Barat 

3. Penanggung jawab data di setiap fungsi melakukan entry data kinerja pada data base online 

secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Loka 

4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk melakukan entry data 

setiap bulan pada aplikasi SAKTI, monev Bappenas, aplikasi e-performace dan aplikasi 

simetris RHPK. 

5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik 

melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi e-performance yang telah 
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dikembangkan dengan menggunakan Balance Score Card (BSC). Pengukuran ini pun 

diintegrasikan dengan aplikasi Simakin pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran 

kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran 

kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian reward dan punishment atas prestasi kerja 

pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan 

berikutnya. 

6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk 

memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang 

dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.  
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Nilai Kinerja Organisasi Periodik menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-

masing capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu Loka POM di Kabupaten 

Manggarai Barat yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang 

memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. Analisis capaian kinerja dilakukan 

dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang 

bersangkutan, membandingkan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan triwulan 

sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya, dan 

melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.  

Berdasarkan aplikasi e-performance pada Sistem Informasi Manajemen Kinerja 

Terintegrasi (SIMETRIS) yang merupakan aplikasi kinerja yang diimplementasikan di 

seluruh UPT Badan POM termasuk Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat 

perhitungan capaian indikator Triwulan III yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah 

indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada Triwulan III, diperoleh Nilai Kinerja 

Organisasi (NKO) Triwulan III Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat sebesar 

105,25% dengan predikat “Istimewa”. Adanya konversi tersebut maka terdapat 

perbedaan capaian indikator yang terdapat pada e-performance dengan realisasi pada 

capaian rencana aksi perjanjian kinerja Triwulan III tahun 2025. Sehingga untuk realisasi 

capaian indikator pada capaian rencana aksi perjanjian kinerja tahun 2025 dijelaskan lebih 

rinci pada sub bab analisis akuntabilitas kinerja. 

Rincian Nilai Kinerja Organisasi Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat 

Triwulan III sebagai berikut: 

 



 

 31 
  

 

 


